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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini berfokus pada studi kebijakan pemasyarakatan yang terkait langsung dengan kebijakan terhadap
pelaku tindak pidana extraordinary crime yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
hingga saat ini memperlihatkan hubungan erat antara peraturan pemerintah dengan kondisi di dalam Lapas
dan sistem pemasyarakatan serta tidak kondusifnya sistem hukum nasional dalam penanganan extraordinary
crime. Tujuan penelitian untuk mencari penyebab mengapa terjadi paradoks dengan diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap prinsip pemasyarakatan yang ada dalam prespektif
pemasyarakatan. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan
yaitu content analisis analisisis . Teknik pengumpulan data menggunakan bentuk analisis data kualitatif
berupa pengumpulan data primer melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan
caramembangun argumentas atas evaluasi permasal ahan kebijakan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah No 99 Tahun
2012 yang dalam implementasinya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat bertentangan dengan
konsep, prinsip dan tujuan sistem pemasyarakatan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis focuses on the study of penal policies directly related to the criminal policy against extraordinary
crime that |dquo Government Regulation No0.99 of 2012 rdquo on Second Amendment of ldquo Idquo
Government Regulation N0.32 of 1999 rdquo about Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of
Corrections. Regjection of ldguo Government Regulation No. 99 of 2012 rdquo to the present shows the close
relationship between government regulation with the conditions in the prisons and the correctiona system
and not conducive to the national legal system in handling extraordinary crime. The research was aimed to
find the cause of why happen paradox with the enactment of |dgquo Government Regulation N0.99 of 2012
rdquo on the principles contained in the correctional perspective. Research approach uses a qualitative
approach. Data collection technique used form of qualitative data analysis collecting primary data through
the study of documents and interviews. Data analysis was done by building an argument on the evaluation of
policy issuesissuance of ldquo Government Regulation N0.99 of 2012 rdquo . The results can be concluded
that the ldquo Government Regulation N0.99 of 2012 rdquo in implementation raises the pros and cons of
society that does not comply with the principles and goals of the concept of correctional system.
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